PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
AKADEMI KEBIDANAN SURYA MANDIRI BIMA
DENGAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN

DAN PRAKTEK LABORATORIUM

UNIVERSITAS BBATARA

NOMOR : 051/AKBID-SMB/11/2018
NOMOR : 1067/UN14.2.2/PD/2018

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Enam bulan Pebruari tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Saraswati Haylian Chiani, SST.,M.Kes. : Jabatan Direktur Akademi Kebidanan Surya
Mandiri Bima-NTB bertindak untuk dan atas
nama Akademi Kecbidanan Surya Mandiri
Bima yang berkedudukan di JI. Gajah Mada
No.19 Penato’i, Kota Bima selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

2. Dr.dr. I Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT (K) : Jabatan Dekan  Fakultas  Kedokteran
Universitas Udayana, bertindak untuk dan atas
nama Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana yang berkedudukan di Jl. PB.

Sudirman Denpasar-Bali selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama — sama
selanjutnya disebut PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan untuk mengadakan kerjasama
tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan praktek laboratorium dengan ketentuan
sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara
PIHAK PERTAMA dengan PTHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dalam
rangka meningkatkan mutu pendidikan mahasiswa Akademi Kebidanan Surya Mandiri Bima
NTB.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan kegiatan
bersama yang meliputi bidang-bidang :

a. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan dosen/tenaga pengajar dari Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana sesuai dengan kurikulum pembelajaran di Akademi
Kebidanan Surya Mandiri Bima NTB.

b. Penggunaan laboratorium di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai tempat
praktek mahasiswa Akademi Kebidanan Surya Mandiri Bima NTB.

c. Adapun mata ajar/mata kuliah yang dimaksud pada Pasal 2a dan Pasal 2b adalah Departemen
Anatomi dan Departemen Farmakologi.
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Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerjasama secara teknis diatur bersama antara PIHAK PERTAMA oleh Direktur
Akademi Kebidanan Surya Mandiri Bima NTB dan PIHAK KEDUA oleh Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana.

2. Pcnanggungjawab terscbut pada ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan
laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau pada pihak yang terkait.

3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan
pendidikan dan praktek laboratorium mahasiswa Akademi Kebidanan Surya Mandiri Bima
NTB, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
TEMPAT BELAJAR PRAKTEK

PIHAK KEDUA menyediakan/mengijinkan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengadakan
kegiatan praktek bagi mahasiswa Akademi Kebidanan Surya Mandiri Bima NTB pada
laboratorium Anatomi dan laboratorium Farmakologi di Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana Bali.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

a. Membuat dan mengajukan proposal rencana proses belajar mengajar sebelum pelaksanaan
yang dimaksud.

b. Membayar biaya penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

a. Mengijinkan menggunakan sarana dan prasarana yang ada sebagai lahan praktik mahasiswa
Akademi Kebidanan Surya Mandiri Bima NTB scsuai kesepakatan PARA PIHAK.

b. Mengijinkan tenaga pengajar yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menjadi
dosen luar biasa pada Akademi Kebidanan Surya Mandiri Bima NTB sesuai peraturan yang
berlaku guna memberikan kuliah, ujian dan bimbingan praktikum.

¢. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa Akademi Kebidanan Surya Mandiri Bima NTB.

HAK PIHAK PERTAMA :

Pembimbing yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA berhak berkonsultasi dengan PTHAK
KEDUA tentang sesuatu hal yang perlu dan berkaitan dengan proses pendidikan, pelatihan dan
penelitian.

HAK PIHAK KEDUA :
Mengajukan keberatan kepada PIHAK PERTAMA atas sesuatu hal atau pelanggaran yang
dilakukan oleh mahasiswa Akademi Kebidanan Surya Mandiri Bima NTB.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan,
pelatihan dan praktik laboratorium mahasiswa Akademi Kebidanan Surya Mandiri Bima NTB
menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak
(SPK) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.
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Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan
perjanjian kerjasama ini dan dapat diperbaharui/diperpanjang lagi apabila dikehendaki oleh
PARA PIHAK.

Pasal 8
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan akibat perjanjian kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat
untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila tidak diperolch kesepakatan, PARA PIHAK memilih penyelesaian melalui prosedur
hukum yang berlaku.

3. Untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana dimaksud Ayat 2 Pasal ini, maka PARA
PIHAK memilih domisili pada wilayah hukum Kota Denpasar.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Apabila kemudian hari terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian ini maka akan
diatur dalam addendum atas dasar persctujuan PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa
addendum tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi perjanjian kerjasama ini.

2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai, sama
bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA
PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Fakultas Kedo Universitas Udayana Akademi Kebidanan Surya Mandiri Bima

Y Jo 8

Dr.dr. I Ketut|Suyasa, Sp.B..Sp.OT (K) ﬁﬁﬂ_ﬁayﬁan Chiani, $8T.,M.Kes.
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SURAT PERJANJIAN KONTRAK

ANTARA
AKADEMI KEBIDANAN SURYA MANDIRI BIMA
S DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN
DAN PRAKTEK LABORATORIUM

NOMOR : 055/AKBID-SMB/T1/2018
NOMOR : 1068/UN14.2.2/PD/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Pebruari tahun Dua Ribu Delapan Belas,

yang bertanda tangan dibawah ini ;

1. Saraswati Haylian Chiani, SST.,M.Kes. : Jabatan Direktur Akademi Kebidanan Surya
Mandiri Bima-NTB bertindak untuk dan atas
nama Akademi Kebidanan Surya Mandiri
Bima yang berkedudukan di JI. Gajah Mada
No.19 Penato’i, Kota Bima selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

2. Dr.dr. 1 Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT (K) : Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana, bertindak untuk dan atas
nama Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana yang berkedudukan di Jl. PB.
Sudirman Denpasar-Bali sclanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama — sama
selanjutmya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak yang
dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK) dan merujuk pada perjanjian kerjasama
Nomor 051/AKBID-SMB/II/2018 dan Nomor 1067/UN14.2.2/PD/2018. Pasal 6 mengenai
pembiayaan maka PIHAK PERTAMA dibebankan biaya yang diatur dalam Surat Perjanjian
Kontrak (SPK) sebagai berikut :

1. Honor kuliah:

a. Guru Besar : Rp. 450.000.-/jam
b. Lektor Kepala : Rp. 400.000.-/jam
c. Lektor : Rp. 350.000,-/jam
d. Asisten Ahli : Rp. 300.000,-/jam
2. Praktikum : Rp. 3.000.000,-/1x praktikum
3. Penggunaan alat Lab : Rp. 1.000.000,~/alat/hari
4. Fee Fakultas : Rp. 7.500.000,-/tahun
5. Sewa Gedung : Rp. 4.000.000.-/tahun

Untuk pembayaran point 3, 4 & 5 ditransfer langsung ke rekening No. 290920125-9 atas nama
Dana Pengelolaan BLU Universitas Udayana, Bank BNI KCU Denpasar JI. Gajah Mada
Denpasar dan menyerahkan bukti setor ke Unit Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana.

Demikian Surat Perjanjian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua)
bermeterai cukup yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Z K KEDUA PIHAK PERTAMA
/7w Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Akademi Kebidanan Surya Mandiri Bima




PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM AL -AZHAR MATARAM

DENGAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Nomor Pihak Pertama : 01/PKS-FK/UNIZAR/V1/2018
Nomor Pihak Kedua :4176/UN14.2.2/KS/2018
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BIDANG PROGRAM PENDIDIKAN
MAGISTER (S2), PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR (S3) DAN PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (Sp.1)

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas
bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. dr. H. ARTHA BUDI
SUSILA DUARSA, M.Kes.

Dr. dr. 1 KETUT SUYASA,
Sp.B, Sp.OT (K)

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam
Al-Azhar Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Al-
Azhar Mataram, yang berkedudukan dan berkantor di
Jalan Unizar No. 20 Turida, Sandubaya, Kota
Mataram. Selanjutnya disebut sebagai :

"PIHAK PERTAMA ”,

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana, yang berkedudukan
dan berkantor di Jalan P.B. Sudirman, Dangin Pun
Klod, Denpasar Barat., Kota Denpasar, Bali.
Selanjutnya disebut sebagai :

"PIHAK KEDUA ”,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat
untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Program
Pendidikan Magister (S2), Program Pendidikan Doktor (S3) dan Program Pendidikan Dokter
Spesialis (Sp.1) dengan ketentuan sebagai berikut :



MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
(1) Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam
melaksanakan Program Pendidikan Magister (S2), Program Pendidikan Doktor (S3) dan
Program Pendidikan Dokter Spesialis (Sp.1).
(2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau Dosen Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Al-azhar.

RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi bidang Pendidikan Magister (S2),
Pendidikan Doktor (S3) dan Pendidikan Dokter Spesialis (Sp.1) yang ditujukan kepada para
dosen-dosen dan mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar yang mau
melanjutkan pendidikan pada Program Pendidikan Magister (S2), Program Pendidikan
Doktor (S3) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (Sp.1).

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3
(1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :
Mendapatkan kesempatan diterima oleh PIHAK KEDUA untuk melanjutkan
Pendidikan Magister (S2), Pendidikan Doktor (S3) dan Pendidikan Spesialis
(Spl) sepanjang memenuhi persyaratan kelulusan proses seleksi mahasiswa
yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

a. Mempersiapkan dosen yang diprogramkan untuk menempuh pendidikan
magister (S2) dalam bidang Ilmu Kedokteran Dasar di PIHAK KEDUA

b. Mempersiapkan dosen yang diprogramkan untuk menempuh pendidikan
Doktor (S3) dalam bidang Ilmu Kedokteran di PIHAK KEDUA:

c. Mempersiapkan dosen yang diprogramkan untuk menempuh program
pendidikan dokter spesialis dalam bidang Mikrobiologi Klinik, Patologi
Anatomi dan Patologi Klinik di PIHAK KEDUA;

d. Melengkapi seluruh persyaratan administrasi dalam rangka Pendidikan
Magister (S2), Pendidikan Doktor (S3) dan Pendidikan Dokter Spesialis
(Sp.1) di PIHAK KEDUA;

¢. Melakukan pembayaran pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di
PIHAK KEDUA.

f. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kelancaran pendidikan dosen
yang diprogramkan menempuh pendidikan di PIHAK KEDUA T



(1) Hak PIHAK KEDUA adalah :

Mendapatkan kiriman dosen dari PIHAK PERTAMA untuk melanjutkan
Program Pendidikan Magister (S2) di bidang Ilmu Kedokteran Dasar, Program
Pendidikan Doktor (S3) di bidang Ilmu Kedokteran dan Program Pendidikan
Dokter Spesialis (Sp.1) di bidang Mikrobiologi Klinik, Patologi Anatomi, dan
Patologi Klinik; sepanjang memenuhi persyaratan kelulusan proses seleksi
mahasiswa.

(2)

Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

a.

Menerima dosen yang melanjutkan pendidikan di Program Pendidikan
Magister (S2) dalam bidang Ilmu Kedokteran Dasar dari PIHAK
PERTAMA sepanjang memenuhi persyaratan kelulusan;

. Menerima dosen yang melanjutkan pendidikan di Program Pendidikan

Doktor (S3) dalam bidang Ilmu Kedokteran dari PIHAK PERTAMA
sepanjang memenuhi persyaratan kelulusan;

. Menerima dosen yang melanjutkan pendidikan di Program Pendidikan

Dokter Spesialis dalam bidang Mikrobiologi Klinik, Patologi Anatomi dan
Patologi Klinik dari PIHAK PERTAMA sepanjang memenuhi persyaratan
kelulusan;

. Memverifikasi/menseleksi seluruh persyaratan administrasi dalam rangka

Pendidikan Magister (S2), Pendidikan Doktor (S3) dan Pendidikan Dokter
Spesialis (Sp.1) PIHAK KEDUA;

. Menerima pembayaran pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di

PIHAK KEDUA.

PEMBIAYAAN
Pasal §

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai
dengan ketentuan dan aturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai
tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang kembali
sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan PARA
PIHAK.
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Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan
maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelumnya dan disepakati secara tertulis.

Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan
perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan
berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PERSELISIHAN
Pasal 7
Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK
sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil
mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 8

Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di
luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya
perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan
lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka
pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak
lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
Apabila peristiwa keadaan memaksa sebagaimana tersebut ayat (1) berlangsung secara
terus menerus, sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA
PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.



LAIN-LAIN
Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian
tambahan atau perubahan (addendum) sepanjang dianggap perlu dan disepakati, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP
Pasal 10
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua),
masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang
sama

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
FAKULTAS KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM AL ~AZHAR UNIVERSITAS UDAYANA,

MATARAM,

fe
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RISTEKDIKTI
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
DENGAN

LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIJKMAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TENTANG

Genetika, nutrisi, penyakit tidak menular dan gutr microbiota orang Bali

Nomor: 1628/UN14.2.2/PD/2018
Nomor: 027.1/Eijk.14/KS-MOU/I11/2018

Pada hari ini, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Maret, tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-03-
2018), bertempat di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, yang bertanda tangan di bawabh ini:

I. Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes selaku Kepala Departemen Biokimia,
Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, yang berkantor di Jalan PB Sudirman,
Denpasar 80232, Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama
Operasional ini disebut PIHAK PERTAMA; dan

2. Drh. Safarina G. Malik, MS, PhD selaku Peneliti Senior Lembaga Biologi
Molekuler Eijkman, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang
berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 69, Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Biologi Molekuler Eijkman di bawah
naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK?”, dan masing-masing disebut “PIHAK”.
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PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih
dahulu hal-hal sebagai berikut:

I. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki kerja sama berupa Nota
Kesepahaman (NK) Nomor 9026/UN14/KS/2017 dan Nomor 027/Eijk/KS.MOU/I1X/2017
tertanggal 16 November 2017 tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

2. Bahwa Selanjutnya PARA PIHAK menyetujui untuk dilakukan kerja sama yang sinergis
guna saling mengisi dan memanfaatkan kemampuan sumber daya secara efektif dan efisien
yang bersifat saling menguntungkan, sehingga kualitas penelitian, pemanfaatan hasil
penelitian dan pelestarian lingkungan hidup akan dapat ditingkatkan sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (PARA PIHAK) sesuai dengan kewenangan
Jjabatan masing-masing sepakat mengadakan kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan memanfaatkan kemampuan PARA PIHAK secara optimal untuk
peningkatan mutu pendidikan dan penelitian bersama di bidang genetika, nutrisi, penyakit dan
gut microbiota orang Bali.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Lingkup kerjasama di bidang Penelitian dalam bentuk penelitian bersama di bidang genetika,
nutrisi, penyakit dan gut microbiota orang Bali.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN

I. Fokus penelitian dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penelitian di bidang genetika,
nutrisi, penyakit dan gut microbiota orang Bali.

2. Dalam hal penelitian bersama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama
bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penelitian terkait pembuatan proposal, dana
penelitian, pelaksanaan penelitian, dan publikasi.

3. Dalam hal penelitian yang dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK, hasil penelitian akan
dipublikasikan bersama dengan mencantumkan nama peneliti masing-masing PIHAK,
sedangkan untuk Peneliti Utama didasarkan atas kesepakatan PARA PIHAK.

4. Dalam hal penelitian dari PIHAK PERTAMA yang dilakukan, sebagian atau seluruhnya
di PIHAK KEDUA, maka hasil penelitian akan dipublikasikan oleh PIHAK PERTAMA
dengan mencantumkan nama peneliti PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.

Paraf Pihak I
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5. Dalam hal penelitian dari PIHAK KEDUA yang dilakukan, sebagian atau seluruhnya di
PIHAK PERTAMA, maka hasil penelitian akan dipublikasikan oleh PIHAK KEDUA
dengan mencantumkan peneliti PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan.

6. Dalam hal hasil penelitian ayat 2, 3, 4 dan 5 dalam Pasal ini yang mengarah pada perolehan
HKI, menjadi milik bersama PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kerjasama ini dibebankan kepada
masing-masing PIHAK.

2. Dalam hal pemasaran hasi-hasil penelitian pada ayat 2,3,4 dan 5 dalam Pasal 4, royalti
akan dibagikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan besaran yang
disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
KERAHASIAAN

I. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya
digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.

2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tidak memberikannya kepada PIHAK
manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

I. Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak penandatanganan kerjasama.
. Apabila dipandang perlu maka kerjasama operasional ini dapat diperpanjang atas
kesepakatan PARA PIHAK.

2

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEUR

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dan tidak melaksanakan
kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya yang disebabkan oleh keadaan-keadaan di
luar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK yang disebut dengan Force Majeure (Keadaan
Memaksa) seperti antara lain tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara,
embargo, pemogokan, epidemik, sabotase yang mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan
pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak I
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1.

Bila terjadi suatu Force Majeure dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi
terlambat atau terganggu, maka PARA PIHAK segera mengadakan perundingan untuk
meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

Dalam hal terjadi Force Majeure, maka PIHAK yang terkena Force Majeure harus
memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeure.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut
tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya Force Majeure
tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 9
KETENTUAN UMUM

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK menyetujui seluruh
ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian Kerjasama ini. Fax atau surat menyurat baik
tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama
ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Setiap perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini, wajib dilakukan oleh PARA PIHAK
berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara
sah ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Segala hal dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat
dialihkan kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan dari PARA PTHAK.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian
Kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (adendum) berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerjasama ini.

1.

|
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Pasal 11
LAIN-LAIN

Perjanjian ini tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian sejenis
dengan PIHAK lainnya.

Apabila di kemudian terjadi perbedaan dalam penafsiran pelaksanaan ketentuan-ketentuan
dalam Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara
musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Paraf Pihak |




Pasal 12
PENUTUP

Hal-hal yang belum tercantum dalam kerjasama operasional ini akan diatur kemudian
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas pada

permulaan perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di
atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Disetujui oleh,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
FAKULTAS KEDOKTERAN LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIJKMAN
UNIVERSITAS UDAYANA, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI,

) J/:
VI 9
Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes s Drh. Safarina G. Malik, MS, PhD
Kepala Departemen Biokimia Peneliti Senior
Mengetahui,
FAKULTAS KEDOKTERAN LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIJKMAN
UNIVERSITAS UDAYANA, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOG]I, DAN
PENDIDIKAN TINGGI,
I
) ;
e et =
SN

/

Dr.dr. 1 Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT(K) Prof. Amin Soebandrio, dr., Ph.D., SpMK(K)

Dekan Kepala
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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN MATARAM
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITS UDAYANA

Nomor : HK.03.01/1/455/2018 (PTHAK PERTAMA)
Nomor : 1211/UN14.2.2/PD/2018 (PTHAK KEDUA)
TENTANG

PROGRAM BANTUAN TENAGA PENGAJAR, PENGUJI SERTA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MATARAM

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Awan Dramawan S.Pd..M.Kes.
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram yang berkedudukan di
Jalan Prabu Rangkasari Dasan Cermen Sandubaya Mataram, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr.dr. I Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT (K)
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar Bali, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang berkedudukan di
Jalan P.B Sudirman Denpasar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang
bantuan tenaga pengajar, penguji, serta pembinaan dan pengembangan proses belajar
mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram dengan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

DASAR DAN KETENTUAN
Pasal 1

Kerjasama ini dibuat atas dasar saling membantu dan menguntungkan, bertujuan untuk saling
membantu meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan
mutu pendidikan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram.



RUANG LINGKUP
Pasal 2

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 perjanjian ini, dilaksanakan kegiatan

bersama yang meliputi bidang-bidang:

a. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan dosen/tenaga pengajar dari Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana sesuai dengan kurikulum pembelajaran di Politeknik
Kesehatan Kemenkes Mataram;

b. Penggunaaan laboratorium di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai tempat
praktek mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram;

c. Adapun mata ajar yang dimaksud pada pasal 2 (a) dan (b) adalah Anatomi dan
Farmakologi.

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA berhak :

a. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes
Mataram untuk membangun program pembelajaran didalam meningkatkan mutu
pendidikan;

b. Mendapatkan bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh bagian pengampu mata
kuliah tersebut di atas;

¢. Mendaptkan hasil evaluasi dari mahasiswa yang telah selesai mengikuti proses belajar
mengajar dan praktek laboratorium.

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
a. Menyediakan dan menempatkan tenaga edukatif untuk Dosen Pendamping
Pembimbing bagi peserta Program laboratorium dan Instansi PIHAK KEDUA;
b. Setiap tahun ajaran baru, PIHAK PERTAMA mengajukan program kegiatan
pembelajaran (jadwal kuliah) kepada PIHAK KEDUA untuk pengaturan pelaksanaan.

3. PIHAK KEDUA berhak :

a. Mendapatkan honorarium mengajar dan honorarium praktek laboratorium bagi dosen
yang memberikan kuliah di Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram sesuai dengan
kesepakatan;

b. Menerima laporan penilaian/evaluasi mahasiswa setelah proses belajar tersebut
berakhir.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban :
a. Mengijinkan bagi para dosen/tenaga pengajar Fakultas Kedokteran UNUD dengan
surat tugas dari Dekan untuk mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram
sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;



b. Mengijinkan penggunaan sarana dan fasilitas laboratorium untuk kegiatan praktek
sepanjang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di FK UNUD sesuai ketentuan
yang berlaku.

PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA
sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat
Perjanjian Kerja (SPK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian
kerjasama ini.

TATA TERTIB
Pasal 5

Para peserta didik Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram harus mematuhi ketentuan dan
peraturan yang berlaku dalam proses belajar mengajar sesuai kesepakatan.

JANGKA WAKTU
Pasal 6

1. Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila PARA PIHAK bersepakat;

2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan
dan perkembangan dengan ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa
perjanjian ini berakhir serta PFHAK PERTAMA wajib memberitahuan kepada PIHAK
KEDUA jika hendak memperpanjang atau memperbaharui perjanjian kerjasama ini.

PEMUTUSAN KERJASAMA
Pasal 7

1. Apabila salah satu pihak nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-
syarat dalam perjanjian kerjasama ini, maka pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak
harus diberikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum saat
pemutusan;

2. Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian kerjasama oleh karena hal-
hal tertentu yang bukan karena alasan yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini, maka
pemutusan perjanjian harus diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak ke pihak
lainnya 6 (enam) bulan sebelum saat pemutusan;

3. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan ayat (1) dan ayat
(2) pasal ini yang memerlukan pemecahan oleh PARA PIHAK akan diselesaikan secara
musyawarah;



. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka akan diselesaikan menurut
perundang-undangan yang berlaku dengan memilih domisili pada wilayah hukum
Denpasar.

PENUTUP
Pasal 8

. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini selanjutnya akan diatur dalam pedoman-pedoman
petunjuk pelaksanaan yang akan disusun segera setelah kesepakatan ini ditandatangani;

. Kesepakatan kerjasama ini hanya dapat diubah, ditambah, atau dibatalkan atas
persetujuan PARA PIHAK;

. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam
addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipidahkkan dari isi perjanjian
kerjasama ini;

. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup,
dengan ketentuan hukum yang sama dan masing-masing diserahkan kepada PARA
PIHAK.




SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN MATARAM
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITS UDAYANA
Nomor : HK.03.01/1/456/2018 (PTHAK PERTAMA)
Nomor : 1217/UN14.2.2/PD/2018 (PIHAK KEDUA)
TENTANG

PROGRAM BANTUAN TENAGA PENGAJAR, PENGUJI SERTA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MATARAM

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Pebruari tahun Dua Ribu Delapan Belas
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Awan Dramawan, S.Pd.,M.Kes.
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram yang berkedudukan di
Jalan Prabu Rangkasari Dasan Cermen Sandubaya Mataram, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Politeknik Kesehtan Kementerian Kesehatan Mataram, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr.dr. I Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT (K)
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar Bali, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang berkedudukan di
Jalan P.B Sudirman Denpasar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerja
dengan merujuk Perjanjian Kerjasama Nomor : HK.03.01/1/455/2018 (PIHAK PERTAMA)
dan 1211/UN14.2.2/PD/2018 (PIHAK KEDUA) tertanggal Dua Puluh Enam bulan Pebruari
tahun Dua Ribu Delapan Belas sebagaimana diatur dalam pasal (4), maka PIHAK
PERTAMA dibebankan biaya sebagai berikut:

1. Honor kuliah:
a. Guru Besar : Rp. 450.000,-/jam
b. Lektor Kepala : Rp. 400.000,-/jam
c. Lektor : Rp. 350.000,-/jam
d. Asisten Ahli : Rp. 300.000,-/jam



S

2. Praktikum : Rp. 3.000.000,-/1x praktikum
3. Penggunaan alat Lab : Rp. 1.000.000,-/alat/hari

4. Fee Fakultas : Rp. 7.500.000,-/tahun

5. Sewa Gedung : Rp. 4.000.000,-/tahun

6.

Untuk pembayaran point 4 & 5 ditransfer langsung ke rekening No. 290920125-9 atas
nama Dana Pengelolaan BLU Universitas Udayana, Bank BNI KCU Denpasar JI. Gajah
Mada Denpasar dan menyerahkan bukti setor ke Unit Kerjasama Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana.

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditanda tangani
oleh PARA PIHAK yang kedua lembar asli memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ketut Suyasa, Sp.B.Sp.OT (K7 : B A F
7091994121001 NIP 196402081984011001

e



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA, DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH

NOMOR : (PIHAK PERTAMA)

NOMOR : 3(89 [ !4. 2.2/ 3 [208 (PIHAK KEDUA)

NOMOR : HK.05.01/XIV.4.3.1//3299 /2018  (PIHAK KETIGA)
TENTANG

PENYELENGGARAAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
PELAYANAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Senin, tanggal duapuluh enam bulan Maret tahun dua ribu delapanbelas (26-
3-2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1.

dr. | Nyoman Kesuma, M.PH

Direktur Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Klungkung sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit yang berkedudukan JI.
Flamboyan No. 40 Semarapura, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini
disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Dr. dr. | Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT (K)

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang berkedudukan di
JI.PB.Sudirman Denpasar untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dr. | Wayan Sudana, M.Kes

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar
yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Denpasar, untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut PARA
PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan,
pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pihak 1 : .}
Pihak 2 : gh=.

Pihak3: .4



MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pendidikan
dan penelitian kesehatan mata di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, sebagai
Rumah Sakit Jejaring bagi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dua, dilaksanakan kegiatan
bersama meliputi bidang-bidang :

a. Bantuan tenaga ahli/professional di bidang kesehatan;

b. Pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana di PIHAK PERTAMA;
Lokakarya, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya di PIHAK PERTAMA;
Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan di PIHAK PERTAMA;
Pengabdian kepada masyarakat; dan
Kegiatan-kegiatan lain atas kesepakatan para pihak sesuai tujuan kerjasama
ni.

~oao

TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Pasal 3

TANGGUNG JAWAB BERSAMA
(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap :
a. Kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan dokter yang dilaksanakan di
rumah sakit PIHAK PERTAMA .
b. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperbantukan
kepada PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bertanggung jawab terhadap :
Pengembangan kemampuan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA dalam
pelaksanaan pendidikan;

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4
(1) Hak PIHAK PERTAMA:

a. memperoleh dan menggunakan tenaga peserta didik PIHAK KEDUA yang
ditugaskan oleh PIHAK KEDUA di dalam mengikuti proses pendidikan,
pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat di rumah sakit PIHAK
PERTAMA sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah Sakit.

b. mendapat kelengkapan dokumen peserta didik yang akan bertugas di PIHAK
PERTAMA seperti: surat tugas untuk peserta didik Koas, dan Surat Tanda
Registrasi, Surat ljin Praktik, Surat keterangan kompetensi dari Ketua
Program Studi untuk peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis 1,

Pihak 1: ..
Pihak 2 :¥..
Pihak3:..L
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Mengatur peserta didik yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK
KETIGA sesuai peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
Tenaga pembimbing dari PIHAK PERTAMA mendapat kontribusi dana
pendidikan sesuai dengan Beban Kerja Dosen (BKD-IMISSU).

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a.

=t

memberi kesempatan peserta didik PIHAK KEDUA untuk memperoleh
pengalaman praktek lapangan dan atau praktek klinik sesuai aturan yang
berlaku baik di Poliklinik, IRD, ruang rawat inap, ruang operasi pada PIHAK
PERTAMA.

menyediakan fasilitas peralatan pendidikan sesuai dengan perkembangan
teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan
masyarakat.

memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran, dan/atau
kesehatan lain pada PIHAK PERTAMA.

. Menyediakan supervise/pembimbing yang memadai bagi pencapaian

kompetensi peserta didik;

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta didik;

Memberikan laporan secara rutin kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA
terkait lingkup kegiatan ini.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

a.

b.

c.

Mendapatkan fasilitas untuk pendidikan, pelayanan, penelitian serta
pengabdian masyarakat bagi masyarakat pada pIHAK PERTAMA.
Mendapatkan pembimbing/supervisi yang memadai bagi pencapaian
kompetensi peserta didik.

Mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi peserta didik.

(4) KewajibanPIHAK KEDUA:

a.

Mengirim peserta didik untuk melaksanakan pendidikan, pelayanan, penelitian
serta pengabdian masyarakat di rumah sakit PIHAK PERTAMA;

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit PIHAK PERTAMA;
Melakukan penelitian untuk pengembangan pelayanan kesehatan di rumah
sakit PIHAK PERTAMA;

Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di rumah sakit PIHAK
PERTAMA,

Menanggung pembiayaan kegiatan proses pendidikan dan pelatihan,
pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh
perserta didik selurun Program Studi PIHAK KEDUA di rumah sakit PIHAK
PERTAMA.

(5) Hak PIHAK KETIGA:

Mendapatkan Imformasi terkait perencanaan pelaksanaan dan evaluasi
kegiatan peserta didik di PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA.

b. Mendapat laporan secara rutin dari PIHAK PERTAMA terkait lingkup kegiatan

ini melalui PIHAK KEDUA.

Pihak 1 : .}
Pihak 2 : ple

Pihak 3 : |,



(6) KewajibanPIHAK KETIGA,;

menyiapkan tenaga pembimbing melalui koordinasi dengan PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA.

(7) PARA PIHAK secara bersama-sama mengatur pola rotasi dan bimbingan kepada
peserta didik PIHAK PERTAMA sesuai dengan kapasitas rumah sakit.

PESERTA DIDIK
Pasal 5

(1) Peserta didik PIHAK PERTAMA adalah mahasiswa profesi dokter, mahasiswa
profesi kesehatan lainnya dan mahasiswa PPDS-1

(2) Jumlah peserta didik yang bisa diterima untuk mengikuti pendidikan disesuaikan
dengan jumlah tenaga pendidik dengan rasio maksimal 1: 5

(3) Kewenangan peserta didik ditentukan sesuai dengan kerangka acuan praktek
klinik yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

(4) Hak, kewajiban serta kewenangan semua peserta didik PIHAK KEDUA dalam
melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta
pengabdian masyarakat di tempat PIHAK PERTAMA diatur secara tersendiri di
dalam Buku Pedoman/Panduan Program pendidikan masing-masing pihak.

PEMBIAYAAN
Pasal 6

(1) Semua biaya untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian oleh peserta
didik PIHAK KEDUA, yang dilakukan di rumah sakit PIHAK PERTAMA ditanggung
oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati
dan peraturan yang berlaku

(2) PARA PIHAK bersepakat bahwa peserta Mahasiswa PPDS-1 tidak menerima
jasa pelayanan dan tidak dikenakan kontribusi biaya pendidikan.

PENELITIAN
Pasal 7

(1) PARA PIHAK dapat melakukan penelitian secara sendiri-sendiri atau bersama
dengan staf medik, dan masing-masing pihak dapat menjadi pencetus ide atau
peneliti utama dengan menggunakan materi dari pihak-pihak terkait dalam
kerjasama ini, demi kepentingan peningkatan mutu pendidikan

(2) Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kedokteran, dan kesehatan lain, PARA
PIHAK bertugas :

a. Melaksanakan penelitian translasional/dan atau penelitian di bidang ilmu dan
teknologi kedokteran, dan kesehatan lainya.
b. Menilaimenapis dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran spesialistik-
subspesialistik dan/atau, serta teknologi kesehatan lainnya.
c. Mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialistik-subspesialistik
dan/atau serta spesialistik lainnya.
Pihak1:§
Pihak 2 : Gfw -

Pihak 3 : .f..
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d. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan
kedokteran, dan kesehatan lainnya.

Penelitian bidang kedokteran, dan kesehatan lain dilakukan PARA PIHAK dengan
memperhatikan etika penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SARANA DAN PRASARANA
Pasal 8

PIHAK KEDUA akan memberikan bantuan bahan, peralatan dan perlengkapan yang
diperlukan untuk kelancaran pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kemampuan
PIHAK KEDUA;
PIHAK PERTAMA akan menyediakan fasilitas pembelajaran yang meliputi ruang
Bakordik, ruang peserta didik, ruang kuliah, ruang diskusi, ruang skill lab, wet lab,
dan perpustakaan;
Semua peralatan dan perlengkapan baik medis maupun non medis milik PIHAK
KEDUA yang telah dan akan diserahkan/ditempatkan pada PIHAK PERTAMA akan
dimanfaatkan bersama dan penyerahannya/penempatannya harus sepengetahuan
dan seijin PIHAK PERTAMA.
Pelaksanaan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan
dengan berita acara serah terima aset, setelah terlebih dahulu diadakan evaluasi
oleh Tim Teknis PIHAK PERTAMA.
Pemeliharaan perlengkapan yang telah diserahkan pada PIHAK PERTAMA menjadi
tanggung jawab PARA PIHAK.

KETENAGAAN

Pasal 9

PIHAK PERTAMA dapat Menggunakan tenaga PIHAK KEDUA untuk membantu
pelaksanaan pelayanan medis disamping melaksanakan tugas pendidikan dan
penelitian sesuai dengan standar kompetensi yang ditentukan;

PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan tenaga medis PIHAK PERTAMA untuk
membangun kelancaran kegiatan pendidikan bagi peserta didik PIHAK KEDUA
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b.

Untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian
serta pengabdian masyarakat, PIHAK KEDUA melaksanakan penyegaran kepada
tenaga pendidik PIHAK PERTAMA terutama dalam proses belajar mengajar.

Dalam memberi pelayanan kepada masyarakat serta menunjang kegiatan lainnya,
tenaga PIHAK KEDUA harus mentaati dan mematuhi segala peraturan yang ada di
rumah sakit PIHAK PERTAMA.

Tenaga yang diperlukan agar direncanakan bersama oleh PARA PIHAK dan diatur
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

TANGGUNG JAWAB HUKUM
Pasal 10

Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh peserta didik kepada pasien di PIHAK
PERTAMA harus dibawah bimbingan dan pengawasan pembimbing.

Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :

L -



(2) Apabila peserta didik melakukan kesalahan tindakan dalam melaksanakan
tindakan medik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka hal
tersebut menjadi tanggung jawab pembimbing.

(3) Apabila peserta didik melakukan kesalahan tindakan dalam melaksanakan tindakan
medik tanpa mengikuti arahan pembimbing dan tidak sesuai prosedur medis yang
berlaku pada PIHAK PERTAMA maka hal tersebut menjadi tanggung jawab peserta
didik yang bersangkutan.

JANGKA WAKTU
Pasal 11

(1) Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
ditandatanganinya perjanjian ini cleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan
kemajuan dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan sebelum perjanjian ini berakhir PARA PIHAK wajib memberitahukan
maksudnya lagi.

PEMUTUSAN PERJANJIAN
Pasal 12.

(1) Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak karena pihak lain gagal memenuhi
ketentuan dalam kerjasama ini dengan berbagai alasan harus diberitahukan secara
tertulis kepada pihak lainnya yaitu 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan perjanjian ini.

(2) Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian kerjasama karena
hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya 6 (enam) bulan
sebelum pemutusan.

(3) Untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan
secara musyawarah.

KEADAAN MEMAKSA
Pasal 13

Keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak
dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan memaksa (force
majeure) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk
menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 14

(1) Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang— undangan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

(2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan
menyelesaikan perselisinan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pihak 1 : 3.
Pihak 2 ~...

Pihak 3 : . k..
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(3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang
berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah
yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

LAIN — LAIN
Pasal 15

(1) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian ini
maka akan diatur dalam addendum atas dasar persetujuan PARA PIHAK dengan
ketentuan bahwa addendum tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan isi
perjanjian ini.

(2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

(3) Pada saat perjanjian ini mulai berlaku maka perjanjian kerjasama operasional antara
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah
dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor  : 3343/UN.14.2/KS/2014

: HK.05.01/1V.C 11.D23/11747/2014

1 075/1326.1/RSUD
tentang Penyelenggaraan di bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan, Penelitian
serta Pengabdian Masyarakat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Kabupaten D 2
Klungkung

Itas Kedokteran

dr. | Nyoman Kesuma, M.PH Dr. dr. I Ketut 8livasa.'Sp.B. Sp.OT(K)

Pihak 1 : .M.

Pihak 2 : fe,.
Pihak 3 k.



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
KABUPATEN MOROWALI UTARA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
OLEH DOKTER SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM DAN
DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR : 445/1058/1/RSUD Kolonodale/2018
NOMOR : 8993/UN14.2.2/KS/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua
Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : dr. I Made Pujawan, M.Kes
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale
Alamat . JI. W. Monginsidi No. 02 Kolonodale, Kab. Morowali Utara
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum
Daerah Kolonodale yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr.dr. I Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT(K)
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana-Bali
Alamat + Jalan P.B Sudirman, Denpasar-Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana-Bali yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, bersepakat melakukan kerjasama sebagai tindak
lanjut Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten
Morowali Utara dengan Universitas Udayana-Bali Nomor
420/0564/UMUM/XI1/2018 dan Nomor 15719/UN14/KS/2018, dalam
memberikan pelayanan kesehatan spesialistik di Rumah Sakit Umum
Daerah Kolonodale dengan ketentuan sebagai berikut :



PASAL 1
DASAR PERTIMBANGAN

PIHAK PERTAMA dalam hal ini membutuhkan adanya pelayanan
kesehatan khususnya pelayanan kesehatan Penyakit Dalam dan
kesehatan Anak.

PIHAK KEDUA bersedia memberikan pelayanan kesehatan Penyakit
Dalam dan kesehatan Anak di Rumah Sakit Umum Daerah
Kolonodale.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diselenggarakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah saling

mendukung dalam membina hubungan kelembagaan antara PARA

PIHAK dalam bidang pelayanan kesehatan Penyakit Dalam dan

kesehatan Anak dengan melibatkan Residen Senior Ilmu Penyakit

Dalam dan Residen Senior Ilmu Kesehatan Anak guna

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum

Daerah Kolonodale.

. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

a. Memberikan kesempatan kepada Residen Senior Iimu Penyakit
Dalam dan Residen Senior Ilmu Kesehatan Anak Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana-Bali untuk mendapatkan
pengalaman di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale.

b. Mengembangkan pelayanan kesehatan Penyakit Dalam dan
kesehatan Anak di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale.

c. Meningkatkan pelayanan kedokteran pada umumnya dan
khususnya di bidang pelayanan kesehatan Penyakit Dalam dan
kesehatan Anak.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Pelayanan Kesehatan
Residen Senior [lmu Penyakit Dalam dan Residen Senior Ilmu Kesehatan
Anak di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK PIHAK PERTAMA :
a. Mendapatkan Residen Senior Ilmu Penyakit Dalam dan Residen

Senior Ilmu Kesehatan Anak untuk menjamin kesinambungan
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale;

b. Mendayagunakan Residen Senior [lmu Penyakit Dalam dan Residen
Senior Ilmu Kesehatan Anak untuk meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale dalam
melayani masyarakat di Kabupaten Morowali Utara;



C.

Menerima dan mengelola semua penerimaan atas pelayanan medis
yang diakibatkan dari Perjanjian Kerjasama ini, dalam hal ini
diwakili oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale;

(2) HAK PIHAK KEDUA

a.

Mendapat Surat Izin Praktek (SIP) dari pemerintah Kabupaten
Morowali Utara atas nama Residen Senior [lmu Penyakit Dalam dan
Residen Senior Ilmu Kesehatan Anak yang bertugas pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kolonodale, dengan ketentuan sudah
memenuhi persyaratan (SIP) di Kabupaten Morowali Utara.

. Menentukan Residen Senior Ilmu Penyakit Dalam dan Residen

Senior Ilmu Kesehatan Anak yang akan ditempatkan di Rumah
Sakit Umum Daerah Kolonodale sesuai kebutuhan dan
ketersediaan tenaga dimaksud.

. Menggunakan Sarana dan Prasarana yang disiapkan oleh PIHAK

PERTAMA.

.Menerima biaya atas penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Penyakit Dalam dan Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit
Umum Daerah Kolonodale dalam hal ini diwakili oleh Residen
Senior llmu Penyakit Dalam dan Residen Senior [lmu Kesehatan
Anak yang dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale.

. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi

keselamatan Residen Senior Ilmu Penyakit Dalam dan Residen
Senior Ilmu Kesehatan Anak yang bertugas di Rumah Sakit Umum
Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara.

(3) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

a.

Mengurus penerbitan SIP kepada setiap Residen Senior Ilmu
Penyakit Dalam dan Residen Senior Ilmu Kesehatan Anak yang
bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale.

. Memastikan keamanan kerja PIHAK KEDUA.
. Menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan Penyakit Dalam dan

kesehatan Anak yang diperlukan baik peralatan maupun
penunjang lainnya guna memperlancar Pelayanan di Rumah Sakit
Umum Daerah Kolonodale baik rawat jalan maupun rawat inap.

. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan

Residen Senior Ilmu Penyakit Dalam dan Residen Senior Ilmu
Kesehatan Anak dalam rangka pendidikan dan pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale.

. Menyiapkan Sarana dan Prasarana penunjang bagi PIHAK KEDUA

yang akan memberikan pelayanan di Rumah Sakit berupa :



la. biaya insentif masing - masing untuk Residen Senior Ilmu
Penyakit Dalam dan Residen Senior Ilmu Kesehatan Anak
sebesar Rp. 18.000.000,- /bulan sudah termasuk pajak

1b. biaya Institusional Fee sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan yang
ditransfer langsung ke Rekening Rektor atas nama RPLO37
Universitas Udayana Untuk Operasional Penerimaan BLU
No.Rek 2909201260, Bank BNI KCU Denpasar, Jl. Gadjah
Mada Nomor 30 Denpasar-Bali dan bukti setornya dikirim
melalui email humasfkunud@yvahoo.com atau ke nomor fax
0361-246656;

lc. biaya pergantian transportasi (tiket pesawat pergi-pulang)
Denpasar - Makassar - Kolonodale untuk Residen Senior Ilmu
Penyakit Dalam dan Residen Senior [lmu Kesehatan Anak 1 x
selama masa tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale
Kabupaten Morowali Utara;

1d. biaya makan untuk Residen Senior Ilmu Penyakit Dalam dan
Residen Senior IlImu Kesehatan Anak sebanyak Rp. 2.000.000,-
/orang setiap bulannya sudah termasuk pajak;

. Menyediakan Jasa Medik sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah

Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara;

. Menyediakan fasilitas rumah dan kendaraan dinas roda 4 (empat)
untuk kelancaran tugas, Residen Senior [Imu Penyakit Dalam dan
Residen Senior Ilmu Kesehatan Anak;

.Menyediakan biaya bagi Koordinator/Staf Program Studi Ilmu
Penyakit Dalam dan Koordinator/Staf Program Studi I[imu
Kesehatan Anak untuk melaksanakan Supervisi yang akan
dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali di Rumah Sakit Umum
Daerah Kolonodale;

. Menyediakan biaya akomodasi, konsumsi dan uang saku bagi Tim
Monev Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang akan

melaksanakan Monitoring dan Evaluasi 1 (satu) kali dalam
setahun di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten

Morowali Utara;

. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan Residen Senior

[lmu Penyakit Dalam dan Residen Senior Ilmu Kesehatan Anak

sesuai standar dari bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan

tugasnya;

. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh Residen Senior
[lmu Penyakit Dalam dan Residen Senior Ilmu Kesehatan Anak

sesuai standar dari bagian yang bersangkutan selama memberikan

pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten

Morowali Utara;



1. Mendapatkan jaminan kesehatan bila Residen Senior Ilmu
Penyakit Dalam dan Residen Senior Ilmu Kesehatan Anak yang
bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten
Morowali Utara jatuh sakit dan santunan kematian bila terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan (besarnya sesuai aturan pemerintah
atau anggaran yang tersedia untuk itu);

m. Memberikan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi
keselamatan Residen Senior Ilmu Penyakit Dalam dan Residen
Senior [lmu Kesehatan Anak yang bertugas di Rumah Sakit Umum
Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

a. Menyiapkan dan mengirim Residen Senior Ilmu Penyakit Dalam
dan Residen Senior [lmu Kesehatan Anak ke Rumah Sakit Umum
Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara yang diatur secara
bergiliran dan berkesinambungan.

b. Residen Senior Ilmu Penyakit Dalam bertugas selama 3 (tiga) bulan.

c. Residen Senior Ilmu Kesehatan Anak bertugas selama 2 (dua)
bulan.

d. Mentaati semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum
Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara.

e. Melakukan monitoring dan evaluasi sebelum perjanjian kerjasama
ini berakhir.

(5) PARA PIHAK secara bersama-sama mengatur pola rotasi dan
penugasan Dokter Residen Senior di PIHAK PERTAMA sesuai dengan
kebutuhan rumah sakit.

PASAL 5
PEMBIAYAAN
Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini
sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN, sepenuhnya
ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
JANGKA WAKTU
Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan 1 (satu)
tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dan dapat
diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri karena :
a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, dan
b. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.



PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi
diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan
menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan
atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian
Kerjasama ini. Keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut meliputi
Bencana Alam, Banjir, Wabah, Perang (yang dinyatakan maupun yang
tidak dinyatakan), Pemberontakan, Huru-Hara, Pemogokan Umum,
Kebakaran dan Kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara
langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure maka PIHAK yang
terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut
oleh PIHAK lainnya.
PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya
peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara
tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya
peristiwa Force Majeure yang dikuatkan oleh surat keterangan dari
pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force
Majeure tersebut.
PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan untuk
melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian
Kerjasama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
. Apabila peristiwa Force Majeure berlangsung terus hingga melebihi
atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure berlangsung
terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender,
maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu
Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi sengketa berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara
musyawarah dan mufakat.
Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 (satu) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat
menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan
Negeri.
Mengenai Perjanjian dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih
Kediaman Hukum atau Domisili Hukum yang tetap dan umum di
kantor Panitera Pengadilan Negeri.



PASAL 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan
diatur dalam perjanjian tambahan/Addendum atas kesepakatan
PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kerjasama ini.

2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-
masing bermaterai Rp. 6.000,- sama bunyinya dan mempunyai
Kekuatan Hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA
PIHAK.
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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH
NOMOR : 415.4/274/RSUD.W (PIHAK PERTAMA)
NOMOR : 4915/UN14.2.2/KS/2018 (PIHAK KEDUA)
NOMOR : HK.05.01/XIV.4.3.1/0495/2018 (PIHAK KETIGA)
TENTANG

PENYELENGGARAAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
PELAYANAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (3-01-
2018), kamiyang bertanda tangan dibawah ini:

1. dr. Setiawati Hartawan, M.Kes

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota
Denpasar sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit yang berkedudukan di JI. RA.
Kartini No. 133 Denpasar - Bali selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2 Dr. dr. | Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT(K)
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang berkedudukan di
JI.PB.Sudirman Denpasar untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3 dr. | Wayan Sudana, M.Kes
Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar
yang berkedudukan di JI. Diponegoro Denpasar, untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut PARA PIHAK,
sepakat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan,
pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pihak1:.....
Pihak 2 : ...
Pihak 3 :.....



Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membina hubungan
kelembagaan PARA PIHAK dibidang pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian
serta pengabdian masyarakat, memberi pembelajaran klinik yang memadai bagi peserta
didik, meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan pasien.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan kegiatan
bersama meliputi:

Bantuan tenaga ahli/profesional dibidang kesehatan untuk pelayanan;

Pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik;

Lokakarya, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya;

Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis rumah sakit di PIHAK
PERTAMA;

Pengabdian masyarakat.

Qoo
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Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewaijiban PIHAK PERTAMA:

Menyiapkan tenaga pembimbing/pengajar,

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta didik;

Menerbitkan Surat ljin Bekerja;

Memberikan laporan secara rutin kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA
terkait lingkup kegiatan ini; dan

Memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana yang diperbantukan
diserahkan sepenuhnya kepada PIHAK KETIGA.

aooo
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(2) Hak PIHAK PERTAMA:

a. Mendapat kelengkapan dokumen peserta didik yang akan bertugas di PIHAK
PERTAMA seperti : surat tugas untuk peserta didik Koas, dan Surat Tanda
Registrasi, Surat ljin Praktik, Surat keterangan kompetensi dari Koordinator
Program Studi untuk peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis 1;

b. Mengatur peserta didik yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK
KETIGA sesuai peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian, serta pengabdian
masyarakat;
b. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di tempat PIHAK
PERTAMA; dan
c. Membiayai pelaksanaan program pengembangan pendidikan peserta didik di
PIHAK PERTAMA.

(4) Hak PIHAK KEDUA:

Memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk pendidikan dan pelatihan, pelayanan,
penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik di PIHAK PERTAMA.

Pihak 1: ...
Pihak 2 :
Pihak 3:..



(5) Kewaijiban PIHAK KETIGA:
a. Mendapatkan informasi tentang pengiriman peserta didik ke PIHAK PERTAMA;
b. Memastikan PIHAK KEDUA melakukan supervise yang memadai kepada
peserta didik.
c. Mengatur pengiriman peserta didik ke PIHAK PERTAMA melalui koordinasi
dengan PIHAK KEDUA.

(6) Hak PIHAK KETIGA:
Mendapatkan informasi terkait perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
peserta didik di PIHAK PERTAMA.

PARA PIHAK secara bersama-sama mengatur pola rotasi dan bimbingan kepada
peserta didik PIHAK KEDUA demi peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan serta
keselamatan pasien.
Pasal 4
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

(1) PARA PIHAK melakukan pembelajaran klinik sesuai dengan Pedoman Pendidikan
Kedokteran yang berlaku.

(2) Peserta didik melaksanakan proses pendidikan di PIHAK PERTAMA dengan
supervisi dari DPJP.

(3) Dalam proses pendidikan, peserta didik terlibat dalam pelayanan pasien, sesuai
dengan kompetensinya.

(4) Peserta didik PIHAK KEDUA, dalam melaksanakan proses pendidikan dan
pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat ditempat PIHAK
PERTAMA diatur secara tersendiri didalam buku Pedoman Pendidikan Profesi
Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh PARA PIHAK
sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institusi masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Dua
bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (02-01-2018) sampai dengan tanggal
Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-01-2021);

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan
kemajuan dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sebelum perjanjian ini berakhir dengan surat pemberitahuan tertulis.

Pasal 7
PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak karena pihak lainnya gagal memenuhi
ketentuan dalam kerjasama ini dengan berbagai alasan harus diberitahukan secara
tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum saatnya pemutusan;

(2) Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian kerjasama karena hal-
hal tertentu, yang bukan karena alasan seperti yang tercantum dalam ayat (1) pasal
ini, satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum

saat pemutusannya;
Pihak1:..
Pihak 2 : .
Pihak 3 : ..



i il 4 . i Q.
r. Setiawati Hartawan, M.Kes 45 keoQip r/dr. | Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT(K)

d

4

(3) Untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan
secara musyawarah.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak
dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan yang
memaksa (Force Majeure) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil
segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut;

Pasal 9
PERSELISIHAN

(1)  Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

(2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan
menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum
yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak
berubah yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Apabila kemudian hari terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian ini, maka
akan diatur dalam addendum atas dasar persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan
bahwa addendum tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli masing-masing sama
bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama
setelah drtanda tanganl oleh PARA PIHAK
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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
Mad DENGAN
SLB NEGERI 2 DENPASAR
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 2957/UN14.2.2/KS/2018
Nomor : 005/0514/SLB Negeri 2 Denpasar/UPT.DISDIK

Pada hari ini Selasa tanggal 16 bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. Dr.dr. I Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran, yang
berkantor di Universitas Udayana, Jalan PB Sudirman, Bali, dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya untuk dan atas Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA,

2. Ni Wayan Rupiyanti, S.Pd selaku Kepala SLB Negeri 2 Denpasar, yang berkantor di
Jalan Pendidikan No 26, Sidakarya Denpasar dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas SLB N 2 Denpasar selanjutnya dalam Perjanjian
Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA,

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PTHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih
dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki kerjasama berupa Nota
Kesepahaman (NK) Nomor 7693A/UN14/KS/2016 dan Nomor
PKS.001/1/12/SLBB N SIDAKARYA-2016 tertanggal 2 Desember 2016 tentang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan
dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk
mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan
dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR PERTIMBANGAN

(1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini membutuhkan wahana atau tempat untuk
melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) PIHAK KEDUA dalam hal ini membutuhkan dukungan dari kalangan akademisi
untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan.



PASAL 2
TUJUAN

Maksud diselenggarakannya perjanjian kerjasama ini adalah saling mendukung dalam
membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK sechingga dapat meningkatkan
kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.
Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dalam bidang pendidikan, penelitian,
pengabdian masyarakat serta kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:
1. Penyelenggaraan Pendidikan

2. Penyelenggaraan Penelitian

3. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

Memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk pendidikan, praktek, penelitian
dan pengabdian staf Dosen di Departemen dan mahasiswa Program Studi di
lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

4a.

Melaksanakan pendidikan untuk mahasiswa Program Studi di lingkungan
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana terkait kegiatannya di SLB Negeri 2
Denpasar;

Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di SLB Negeri 2 Denpasar;
Melaksanakan penelitian untuk pengembangan program pelayanan
pendidikan di SLB Negeri 2 Denpasar sesuai dengan kaidah penelitian;
Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk pengembangan
program pendidikan di SLB Negeri 2 Denpasar.

menggunakan fasilitas di SLB Negeri 2 Denpasar dengan baik dan apabila
terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap fasilitas tersebut, PIHAK
PERTAMA wajib menggantikan.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

Memperoleh dan memanfaatkan tenaga mahasiswa Program Studi di
lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang dikirim oleh
PIHAK PERTAMA jika akan dilakukan kegiatan proses pendidikan dan
praktek di SLB Negeri 2 Denpasar.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

Memberi kesempatan untuk mahasiswa Program Studi di lingkungan
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam melakukan kegiatan terkait
proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakatdi SLB
Negeri 2 Denpasar.



PASAL 5
ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju dan
sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir
kesepakatan ini.

(2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan
dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK
dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber
daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam
Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang
disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-
mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan
tujuan Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan
informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya
kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun Nota
Kesepakatan ini dan atau Perjanjiannya.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatanganani
oleh PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini untuk periode
berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

(3) PARA PIHAK secara bersama-sama menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini dalam
bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah
ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.

(4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka
pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak
lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.

(5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada
ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak
memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.



Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri karena :
a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini; dan
b. Berdasarkan kesepakatan PARA PTHAK.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Keadaan memaksa (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan menyebabkan pihak yang
mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan
kewajibannya dalam perjanjian kerjasama ini. Keadaan memaksa (force majeure)
tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun
vang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran
dan Kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Dalam hal terjadinya peristiwa force majeure, maka pihak yang terhalang untuk
melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya.

(3) Pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force
majeure tersebut kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender sejak saat terjadinya peristiwa force majeure yang dikuatkan oleh Surat
Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa force
majeure tersebut.

(4) Pihak yang terkena force majeure wajib mengupayakan untuk melaksakanan
kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini segera setelah
peristiwa force majeure.

(5) Apabila peristiwa force majeure berlangsung terus hingga melebihi atau di duga oleh
pihak yang mengalami force majeure berlangsung terus hingga melebihi jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau
kembali jangka waktu perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISITHAN

(1) Apabila terjadi sengketa berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini,
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan
tersebut melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

(3) Mengenai perjanjian kerja sama dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih
kediaman hukum atau domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar.



Pasal 12
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam
Perjanjian Kerjasama tambahan/addendum atau kesepakatan dari masing-masing
pihak dan merupakan bagian yag tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing
bermaterai, sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal

tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

_ PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
- DEm FAKULTAS KEDOKTE KEPALA SEKOLAH
. \“e - -WVERSITAS UDAYANA ,{5" PE N SLB NEGERI 2 DENPASAR
A ; e
S 9. % _ )

JDr dr. I Ketut S .OT (¥ . Ni Wayan Rapiyanti, S.Pd
NIP. 19660709199412 1001 NIP. 197203132007012014
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PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
DENGAN
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

r: 79

PKS/STIK
/UN14

2.2/KS/2018

Mengacu kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani antara STIKES Wira Medika
Bali dengan Universitas Udayana Nomor: 211/MOU/STIKES WIKA/PM/IV/2015 dan Nomor:
3307/UN.14/KS/2015 tanggal satu bulan juni tahun dua ribu lima belas, yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, M.M :  Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Wira Medika Bali (STIKES
Wira Medika Bali) berkedudukan di
Jalan Kecak No.9A Denpasar-Bali dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira
Medika Bali selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

2. Dr.dr. I Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT(K) : Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana Denpasar Bali,
berkedudukan di jalan P.B Sudirman
Denpasar, bertindak untuk dan atas
nama Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk
menindak lanjuti nota kesepahaman dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan ketentuan
sebagai berikut:



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah atas dasar saling membantu dan
menguntungkan, bertujuan untuk saling membantu meningkatkan dan membina hubungan
kelembagaan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan mahasiswa PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 perjanjian kerjasama ini,
dilaksanakan kegiatan yang meliputi bidang — bidang :
a. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan dosen/tenaga pengajar PIHAK KEDUA
sesuai dengan kurikulum pembelajaran di tempat PIHAK PERTAMA;
b. Penggunaan laboratorium PIHAK KEDUA sebagai tempat praktek mahasiswa PIHAK
PERTAMA;
¢. Adapun mata ajar yang dimaksud pada pasal 2a dan 2b adalah Anatomi.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak :

a.
b.

o

Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari PIHAK KEDUA untuk pembangunan
program pembelajaran di dalam meningkatkan mutu pendidikan;

Mendapatkan bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh bagian pengampu
mata kuliah tersebut diatas;

Mendapatkan hasil evaluasi dari mahasiswa yang telah selesai mengikuti proses
belajar mengajar.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

a.

b.

Menyediakan dan menempatkan tenaga edukatif untuk dosen pendamping/
pembimbing bagi peserta praktek laboratorium dan Instansi PIHAK KEDUA;
Setiap tahun ajaran baru, PIHAK PERTAMA mengajukan program kegiatan
pembelajaran (Jadwal kuliah) kepda PIHAK KEDUA untuk pengaturan
pelaksanaanya.

(1) PIHAK KEDUA berhak :

a.

b.

Mendapat honorarium mengajar dan honorarium praktek laboratorium bagi
dosen yang memberikan kuliah di tempat PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan;
Menerima laporan penilaian/evaluasi mahasiswa setelah proses belajar mengajar
berakhir.
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(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

a. Mengijinkan bagi para dosen/tenaga pengajar dengan Surat Keputusan Dekan
untuk mengajar di tempat PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal yang telah
disepakati.

b. Mengijinkan menggunakan saran dan fasilitas laboratorium untuk kegiatan
praktek sepanjang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di PIHAK KEDUA
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA
sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat
Perjanjian Kerja (SPK), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian
kerjasama ini.

Pasal 5
TATATERTIB

Para peserta didik PIHAK PERTAMA harus mematuhi ketentuan dan peraturan dalam
proses belajar mengajar sesuai kesepakatan PARA PTHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun, sejak perjanjian
kerjasama ini ditandatangani kedua belah pihak, terhitung mulai tanggal Delapan bulan
November tahun Dua Ribu Delapan Belas (08-11-2018) sampai dengan tanggal Delapan
bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2-1-2021), selanjutnya bisa
diperpanjang apabila dipertukan.

(2) Perjanjian kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian Jabatan pada
kedua belah pihak.

Pasal 7
PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) Apabila salah satu pihak nyata-nyata tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-
syarat dalam perjanjian kerjasama ini, maka pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak
harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum saat
pemutusan.

(2) Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian kerjasama oleh karena
hal-hal tertentu yang bukan karena alasan seperti tercantum dalam ayat (1) pasal ini,
maka pemutusan perjanjiannya harus diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak
ke pihak yang lainnya 6 (enam) bulan sebelum saat pemutusan.
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(3) Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan ayat (1) dan ayat
(2) pasal ini yang memerlukan pemecahan oleh kedua belah pihak akan diselesaikan
secara musyawarah.

(4) Apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka akan diselesaikan menurut
perundan-undangan yang berlaku dengan memilih domisili pada wilayah hukum
Denpasar.

Pasal 8
PENUTUP

(1) Pelaksanaan kesepakatan perjanjian kerjasama ini selanjutnya akan diatur dalam
pedoman-pedoman petujuk pelaksanaan yang akan disusun segera setelah kesepakatan
ini ditandatangani.

(2) Kesepakatan kerjasama ini hanya dapat diubah, ditambah, atau dibatalkan atas
persetujuan kedua belah pihak.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam suatu
ketentuan pelaksanaan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari isi
perjanjian ini.

Demikian kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
bermaterai Rp.6000,- dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing diserahkan
kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,




SURAT PERJANJIAN KONTRAK

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA BALI

FNNVERSAAYS s

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, M.M, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Wira Medika Bali (STIKES Wira Medika Bali) berkedudukan di Jalan Kecak No.9A
Denpasar-Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Wira Medika Bali selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT (K), Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
yang berkedudukan di Jin. P.B. Sudirman Denpasar -

Bali, selanjutnya disebut PTHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Kerjasama
Operasional dengan merujuk Perjanjian Kerjasama Nomor 286/PKS/STIKES WIKA /X/2018
(PIHAK PERTAMA) dan Nomor 7279/UN14.2.2/KS/2018 (PIHAK KEDUA) tentang Perjanjian
Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali dengan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana. Untuk maksud sebagaimana diatur dalam pasal 4 Perjanjian Kerjasama
tersebut, maka PIHAK PERTAMA dibebankan biaya sebagai berikut :

1. Honor Kuliah :
1.1, Guru Besar : Rp. 450.000,-/Jam
1.2. Lektor Kepala : Rp. 400.000,-/Jam
1.3. Lektor : Rp. 350.000,-/Jam
1.4, Asisten Ahli : Rp. 300.000,-/Jam
2. Institusional Fee : Rp. 7.500.000,-/Tahun

3. Sewa Gedung Fakultas  : Rp. 4.000.000,~/Tahun

4. Untuk pembayaran Institusional Fee dan Sewa Gedung Fakultas ditransfer
langsung ke No Rekening 2909201259 atas nama RPLO37 Universitas Udayana
Untuk Dana Kelolaan BLU, Bank BNI KCU Denpasar, JI. Gajah Mada No. 30

Denpasar.

Surat Perjanjian Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai Rp. 6000,- dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak yang kedua lembar aslinya memiliki kekuatan hukum

yang sama.
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PERJANJIAN KERJASAMA

RUMAN SAKIT UMM DAERAH

PROGRAM STUDI ILMU BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI & ESTETIK

Dr. SOETOMO ; antara

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA/
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR SOETOMO SURABAYA
dengan
PROGRAM STUDI ILMU BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI & ESTETIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR/
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR
tentang

KERJASAMA PENEMPATAN PPDS-I ILMU BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI
& ESTETIK DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA/

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR SOETOMO SURABAYA

DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PROGRAM SPESIALIS ILMU BEDAH
PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK FK UNUD/RSUP SANGLAH
DENPASAR

Nomor : 251/UN3.1.1/KS/2018

Nomor : 077/UN3.1.1/PK/2018

Nomor : 5515/UN14.2.2/KS/2018
Nomor : 41/UN/14.2.2.VIII/9/KS/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Delapan
Belas (05-11-2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Soetojo, dr, Sp. U (K).

Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya,
berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor
1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pengangkatan Dekan
Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 - 2020, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
yang berkedudukan di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 47 Surabaya.

%
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2. Sitti Rizaliyana, dr., Sp.BP-RE(K)
Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi &
Estetik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, berdasarkan
SK Rektor Universitas Airlangga tentang Pengangkatan Koordinator
Program Studi pada Fakultas Kedokteran periode 2016 - 2020 (No.
20/UN3/2016 tanggal 6 Januari 2016) dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Program Studi Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi & Estetik
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya/Rumah Sakit Umum
Daerah Dr Soetomo Surabaya

Selanjutnya keduanya disebut sebagai PITHAK PERTAMA.

3. Dr. I Ketut Suyasa, dr., Sp.B.,Sp.OT (K)

Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar,
berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor
707/UN14/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana yang berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman
Denpasar.

4. I Gusti Putu Hendra Sanjaya, dr., Sp.B, Sp.BP-RE

Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi &
Estetik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, berdasarkan Surat
Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 99/UN14/HK/2018 tentang
Pengangkatan Koordinator Program Studi [lmu Bedah Plastik Rekonstruksi
& Estetik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Program Studi I[lmu Bedah Plastik
Rekonstruksi & Estetik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/ RSUP
Sanglah Denpasar.

Selanjutnya keduanya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut PARA PIHAK selanjutnya

sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama menurut ketentuan
sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

m
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Pasal 1
KETENTUAN UMUM
Perjanjian kerjasama ini mengacu pada dan tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr.
Soetomo dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan RSUP Sanglah
Denpasar, Nomor 101/UN3.1.1/KS/2018 dan Nomor 116/4595/301/2018
dengan Nomor 3173/UN14.2.2/KS/2018 dan Nomor
HK.05.01/X1V.4.3.1/9447/2018 tertanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret
tahun Dua Ribu Delapan Belas (27-03-2018) tentang Pengembangan Program
Pendidikan Dokter Spesialis I Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/RSUP
Sanglah Denpasar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/RSUD Dr.

Soetomo Surabaya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP
PARA PIHAK mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan
bagi kedua belah pihak dalam bidang penempatan PPDS-I Program Studi [lmu
Bedah Plastik Rekonstruksi & Estetik FK UNUD/ RSUP Sanglah dalam rangka
pengembangan PPDS-I Program Studi [Imu Bedah Plastik Rekonstruksi &
Estetik FK UNUD/ RSUP Sanglah.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pengembangan
Program Studi Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi & Estetik FK UNUD/ RSUP
Sanglah dengan penempatan PPDS-1 Program Studi Ilmu Bedah Plastik
Rekonstruksi & Estetik FK UNUD / RSUP Sanglah di FK Unair/RSUD Dr.

Soetomo Surabaya.
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1)

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN
Hak PIHAK PERTAMA :
Memperoleh peserta didik PPDS-I Program Studi [lmu Bedah Plastik
Rekonstruksi & Estetik FK UNUD / RSUP Sanglah dari PIHAK KEDUA
untuk melakukan pelayanan kesehatan di tempat PIHAK PERTAMA;

. Hak PIHAK KEDUA :

a) Dapat menugaskan peserta didik PPDS-I Program Studi [lmu Bedah
Plastik Rekonstruksi & Estetik FK UNUD / RSUP Sanglah dari PIHAK
KEDUA ke tempat PIHAK PERTAMA;

b) Peserta didik PIHAK KEDUA yang dikirim ke tempat PIHAK PERTAMA
berstatus sebagai mahasiswa PIHAK KEDUA meliputi semua aspek

administrasi dan keuangan.

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

Menerima peserta PPDS-I Program Studi [lmu Bedah Plastik Rekonstruksi
& Estetik FK UNUD / RSUP Sanglah dari PIHAK KEDUA untuk praktek
klinik di tempat PIHAK PERTAMA;

. Kewajiban PIHAK KEDUA :

a) Membuat jadwal pengiriman peserta didik PPDS-I Program Studi Ilmu
Bedah Plastik Rekonstruksi & Estetik FK UNUD / RSUP Sanglah yang
akan ditugaskan ke tempat PIHAK PERTAMA;

b) Mentaati peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah
pihak mengenai Perjanjian Kerjasama ini, maka diutamakan agar
penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Prodi limu Bedah Plastik FKUA-RSUD Dr. Soetomo dengan Prodi Iimu Bedah Plastik FK Unud-RSUP Sanglah
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2)

1)

2)

3)

4)

Apabila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka
penyelesaian perselisihan diusahakan oleh suatu Badan Arbitrase yang
anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang : yaitu seorang wakil dari
masing-masing pihak serta seorang wakil lagi yang ditunjuk oleh kedua
belah pihak.

Pasal 6
FORCE MAJEURE
Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah
peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang
berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa
dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran,
tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase,
perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan

pemerintah /penguasa.

Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka
pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu I(satu) bulan
sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dalam
ayat (1) pasal ini.

Dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam
Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force

Majeure.

Kedua belah pihak yang terkena Force Majeure tidak dapat mengajukan

tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena force majeure.
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Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

1) Apabila salah satu pihak ingin menghentikan Perjanjian Kerjasama, maka

2)

3)

1)

2)

pihak lain harus diberitahu secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan sebelumnya dengan menyampaikan tembusan kepada sekretaris
Jenderal Departemen Kesehatan dan Sekretaris Jenderal Departemen
Pendidikan.

Dalam hal terjadi perubahan status badan hukum oleh salah satu pihak
atau oleh kedua belah pihak, maka isi dan substansi Perjanjian Kerjasama
ini akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama

ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan
yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, diatur lebih lanjut dalam
Perjanjian Tambahan atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal
ditanda tangani Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak dan dapat
diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah
pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.
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Pasal 9
PENUTUP
1) Lampiran Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) oleh
kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan
ditandatangani diatas materai secukupnya serta mepunyai kekuatan
hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai
kekebutuhan apabila diperlukan.

2) Lampiran Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah
ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada ayat (1)
pasal ini.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Dekan, 1

/

Dr. I Ketut Suvésa, dr..Sp.B.,Sp.OT (K) & Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U
NIP. 196607091994121001 NIP. 195606081986121001
Koordinator Program Studi, Koordinator Program Studi,

[ Gusti Putu Hendra Sanijava, dr..Sp.B,Sp.BP-RE ivana, dr., Sp.BP-RE(K)
NIP. 196603101997031001 NIP. 197203212008012005

=
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Dr. SOETOMO

PERJANJIAN KERJASAMA
antara

DEPARTEMEN PATOLOGI KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS

AIRLANGGA SURABAYA/RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR SOETOMO SURABAYA

dengan
DEPARTEMEN PATOLOGI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
UDAYANA DENPASAR/RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR
tentang

KERJASAMA PENEMPATAN PPDS-1 PATOLOGI KLINIS DI FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA/RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR SOETOMO SURABAYA

DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN PROGRAM SPESIALIS PATOLOGI KLINIS DI

FK UNUD/RSUP SANGLAH DENPASAR

Nomor : 251/UN3.1.1/KS/2018
Nomor : 077/UN3.1.1/PK/2018
Nomor: 5515/UN14.2.2/KS/2018
Nomor: 41/UN/14.2.2.VIII/9/KS/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (13-08-2018), kami
yang bertanda tangan dibawabh ini :

1.

Prof. Dr. Soetojo, dr, Sp. U (K).

Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 — 2020, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang berkedudukan di
Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 47 Surabaya.

Dr. Yetti Hernaningsih, dr. Sp.PK(K)

Selaku Ketua Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya,
berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2180/UN3/2015 tentang
Pengangkatan Ketua Departemen pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga periode tahun
2015-2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Patologi Klinik Fakultas
Kedokteran Universitas Airlangga yang berkedudukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Selanjutnya keduanya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
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1. Dr. 1 Ketut Suyasa, dr., Sp.B.,Sp.OT (K)
Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, berdasarkan Surat Keputusan
Rektor Universitas Udayana Nomor 707/UN14/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021, dalam hal in1 bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang berkedudukan di Jalan P.B.
Sudirman Denpasar.

2. Dr.1Nyoman Wande, dr., S.Ked., SpPK
Selaku Ketua Departemen Patologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar,
berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 55.4/ UN14.2.2/PD/2018 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Departemen Patologi Klinis Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana periode tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Departemen Patologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang berkedudukan di RSUP
Sanglah Denpasar.

Selanjutnya keduanya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut PARA PIHAK selanjutnya sepakat menandatangani

Perjanjian Kerjasama menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM
Perjanjian kerjasama ini mengacu pada dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama antara Fakultas
Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Soetomo dengan Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana dan RSUP Sanglah Denpasar, Nomor 101/UN3.1.1/KS/2018 dan Nomor 116/4595/301/2018
dengan Nomor 3173/UN14.2.2/KS/2018 dan Nomor HK.05.01/XIV.4.3.1/9447/2018 tertanggal Dua
Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (27-03-2018) tentang Pengembangan Program
Pendidikan Dokter Spesialis 1 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/RSUP Sanglah Denpasar di
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

e —————
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Pasal 2
RUANG LINGKUP
PARA PIHAK mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak
dalam bidang penempatan PPDS-I di RSUP Sanglah Denpasar, dalam kerangka pendirian Program Studi
Spesialis-1 Patologi Klinis di FK Unud/RSUP Sanglah Denpasar.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pengembangan Program Pendidikan Dokter
Spesialis-1 Patologi Klinis di FK Unud/RSUP Sanglah Denpasar yang dimulai dengan penempatan PPDS-
I Spesialis Patologi Klinis di FK Unair/RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN
1. Hak PIHAK PERTAMA :

a) Memperoleh peserta didik PPDS-I Patologi Klinis dari PIHAK KEDUA untuk melakukan
pelayanan kesehatan di tempat PIHAK PERTAMA;

b) Tenaga pendidik PIHAK PERTAMA dapat memberikan bimbingan/kuliah kepada peserta didik
PPDS-I Patologi Klinis PIHAK KEDUA dan dapat memperoleh honorarium dari PIHAK
KEDUA sesuai dengan aturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

2. Hak PIHAK KEDUA :

a) Dapat menugaskan peserta didik PPDS-I Patologi Klinis dari PIHAK KEDUA ke tempat PIHAK
PERTAMA;

b) Peserta didik PIHAK KEDUA vyang dikirim ke tempat PIHAK PERTAMA berstatus sebagai
mahasiswa PIHAK KEDUA meliputi semua aspek administrasi dan keuangan.

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a) Menerima peserta didik PPDS-I Patologi Klinis dari PIHAK KEDUA untuk praktek klinik di
tempat PIHAK PERTAMA;

b) Peserta didik PPDS-I Patologi Klinis dari PIHAK KEDUA yang bekerja di tempat PIHAK
PERTAMA, dapat menerima remunerasi sesuai aturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA :

a) Membuat jadwal pengiriman peserta didik PPDS-I Patologi Kiinis yang akan ditugaskan ke
tempat PIHAK PERTAMA;

b) Mentaati peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

B e e
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Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai Perjanjian
Kerjasama ini, maka diutamakan agar penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan
diusahakan oleh suatu Badan Arbritage yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang : yaitu
seorang wakil dari masing-masing pihak serta seorang wakil lagi yang ditunjuk oleh kedua belah
pihak.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1) Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang
terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian
Kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah
longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi
dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.

2) Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena Force
Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam
waktu 1(satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dalam ayat (1)
pasal ini.

3) Dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini
apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure

4) Kedua belah pihak yang terkena Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun
terhadap pihak yang terkena force majeure.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN
1) Apabila salah satu pihak ingin menghentikan Perjanjian Kerjasama, maka pihak lain harus diberitahu
secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya dengan menyampaikan tembusan
kepada sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan dan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan
2) Dalam hal terjadi perubahan status badan hukum oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak,
maka isi dan substansi Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya

Perjanjian Kerjasama ini.

h
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3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh
kedua belah pihak, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan atau Addendum yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani Perjanjian
Kerjasama ini oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh
kedua belah pihak.
2) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan

kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 10
PENUTUP
1) Lampiran Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) oleh kedua belah pihak, tanpa
paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas materai secukupnya serta mepunyai kekuatan
hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kekebutuhan apabila
diperlukan.
2) Lampiran Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah

pihak sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.

PIHAK KEDUA ’PTT{A@ERTAMA
Dekan, 7,

'}_';- ., : ; ,y/ 3
N S
K‘:EEGF‘B? Soetojo, dr., SQO %f
NIP. 1956060819861210

Kefua Departemen,

\ ' ande, dr., S.Ked., SpPK : .l
A mﬂj 3?94‘1"[62008121003 NIP 19‘?31220200501200I

e s =T
g

%
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PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJASAMA
antara
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA

dengan
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

tentang
PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR

Nomor : 101/UN3.1.1/KS/2018
Nomor : 116/4595/301/2018

Nomor : 3173/UN14.2.2/KS/2018
Nomor : HK.05.01/X1V.4.3.1/9447/2018

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu delapan belas
(27 - 03 - 2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.

Prof. Dr. Soetojo, dr, Sp. U (K)

Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, berdasarkan Surat
Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1732/UN3/2015 tanggal 4 November
2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode
2015 — 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas
Airlangga yang berkedudukan di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 47 Surabaya.

dr. H. Harsono

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, yang berdasarkan
Surat Gubernur Jawa Timur perihal Surat Nomor : 045/20315/041/2016 tanggal 29
Desember 2016, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
RSUD Dr. Soetomo Surabaya berkedudukan di Jalan Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8
Surabaya

Selanjutnya keduanya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
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Dr.dr. I Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT (K)

Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, berdasarkan Surat
Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 707/UN14/KP/2017 tentang
Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Periode Tahun 2017-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana yang berkedudukan di Jalan JI. PB. Sudirman
Denpasar.

dr. I Wayan Sudana, M.Kes

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/321/2016
tertanggal 15 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam dan Dari
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatanyang karena
jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Sanglah Denpasar
berkedudukan di Jalan JI. Diponegoro Denpasar.

yang selanjutnya disebut PTHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA
PIHAK

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1.

Menimbang bahwa PARA PIHAK mempunyai kemampuan dan kepentingan yang dapat
ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk
saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing;

Maka PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perpanjangan perjanjian kerjasama
yang telah habis masa berlakunya. Adapun Kerjasama dimaksud dengan ketentuan dan
persyaratan sebagai berikut :

BAB 1
DASAR PERTIMBANGAN

. Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan

RSUD Dr. Soetomo dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar dan
Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar No. 120/UN3.1.1/KS/2014 dan No.
116/3366/301/2014, dengan No. 1343/UN14.2/KS/2014 dan HK.05.01/1V.C.11.D23
tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas (27-03-2014) tentang
Rumah Sakit Jejaring Pendidikan.

Kerjasama tersebut di atas telah habis masa berlakunya selanjutnya perlu adanya
pembaharuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
serta diperlukan tempat pembelajaran klinik bagi peserta pendidikan dokter tingkat
profesi, peserta PPDS-1 maka kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang
kerjasama dalam bidang peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan
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penelitian dalam program pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan dan
penelitian di bidang pendidikan dokter, dokter spesialis 1 (PPDS-1) dan mahasiswa
program studi pendidikan bidan

BABII
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) ini yang dimaksud dengan :

(1)

2)

)

)

®)

(6)

()

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya adalah tempat pendidikan
bagi Calon Dokter Spesialis/Residen yang berfungsi sebagai Bapak Angkat,
Pembina dan Pembimbing dalam pengembangan Program Pendidikan Dokter
Spesialis I di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana / RSUP Sanglah Denpasar.

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo Surabaya adalah sarana pelayanan
kesehatan yang berfungsi sebagai tempat pendidikan Residen FK.Universitas Airlangga
Surabaya sckaligus sebagai tempat pendidikan Residen FK.Universitas Udayana
Denpasar dari satu atau lebih bagian tertentu.

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, selanjutnya disebut FK Unud
adalah Fakultas Kedokteran dilingkungan Universitas Udayana Denpasar yang
mempunyai tugas dan fungsi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dibidang kedokteran.

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang selanjutnya disingkat RSUP
Sanglah Denpasar adalah adalah Unit Pelaksana Teknik Kementerian Kesehatan
yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang beralamat di Ji.
Diponegoro Denpasar;

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya adalah pemimpin dan
penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi Fakultas Kedokteran Universitas
Airlangga Surabaya.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya adalah jabatan
struktural sebagai pimpinan dan jabatan tertinggi di rumah sakit, yang berfungsi
sebagai penanggung jawab pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan RSUD Dr.
Soetomo Surabaya

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar adalah pemimpin dan
penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana Denpasar.
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(8) Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar adalah Jabatan
Struktural Tertinggi pada jabatan struktural Badan Layanan Umum (BLU) RSUP

Sanglah Denpasar yang bertanggung jawab atas kepengurusan dan Pengelolaan RSUP
Sanglah Denpasar.

(9) Kelompok Staf Medis yang disingkat KSM adalah kelompok dokter,termasuk Calon
Dokter Spesialis/Residen yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional di
RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan RSUP. Sanglah Denpasar, yang bertugas
melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit peningkatan dan
pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

(10) Koordinator Program Studi yang selanjutnya disebut Koorprodi adalah pejabat
fungsional yang membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua Bagian atas
pelaksanaan kurikulum pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bagi
mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS-I).

(11) Instalasi Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar adalah unit pelayanan non
struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan,
pendidikan dan penelitan bagi Calon Dokter Spesialis/Residen di RSUP Sanglah
Denpasar.

(12) Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya adalah fasilitas rumah
sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang,
dengan jabatan non struktural yang bertanggung jawab kepada wakil direktur sesuai
bidang tugasnya.

(13) Departemen/KSM adalah sarana penunjang satu bidang studi ilmu kedokteran di
lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar dan Fakultas
Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, yang bertugas melaksanakan kegiatan serta
pengabdian masyarakat dalam bidang studi ilmu kedokteran di RSUP Sanglah Denpasar
maupun di RSUD. Dr. Soetomo.

(14) Tenaga medis adalah seseorang yang diberikan tugas sebagai Dokter Penanggung
Jawab Pelayanan (DPJP) pada instalasi-instalasi di lingkungan RSUP Sanglah Denpasar
maupun di RSUD. Dr. Soetomo sesuai dengan keahlian dan wewenang di bidangnya
masing-masing setelah mendapat hak klinik khusus dari Direktur Utama RSUP Sanglah
Denpasar maupun Direktur RSUD. Dr. Soetomo.

(15) Dosen adalah tenaga pengajar dilingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Denpasar maupun di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, yang
bertugas memberikan kuliah, praktikum, pelatihan dan bimbingan serta pembinaan
kepada Calon Dokter Spesialis/Residen.
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(16) PPDS-I/Residen adalah peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis-] yang
menjalani pendidikan di RSUP. Sanglah Denpasar maupun RSUD. Dr. Soetomo
Surabaya.

(1)
)

&)
“
®)

(6)
)

@®)
®
(10)
(1)
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

DASAR HUKUM
Pasal 2

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Rl
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Udayana;
Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Airlangga;
Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 30 tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);

Peraturan Pemerintah No. 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1675/Men.Kes/PERXII/2005 tanggal 27
Desember 2005 tentang Organisasi dan Tatakerja RSUP Sanglah Denpasar

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 tahun 2016
tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana;

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.131/Men.Kes/SK/11/2004 tentang Sistem
Kesehatan Nasional.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1243/Men.Kes/SK/VIII/2005 tanggal 11
Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan
(PERJAN) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Keschatan dengan
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Perda Propinsi Jawa Timur No. 11 tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang
Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Propinsi Jawa Timur.

Penetapan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/438/KPTS/013/2008 tanggal 30
Desember 2008 tentang Penetapan RSUD Dr. Soetomo sebagai Badan Layanan
Umum Daerah

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1732/UN3/2015 tanggal 4
November 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah
Pascasarjana Periode 2015 — 2020

Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 707/UN14/KP/2017 tentang
Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Periode Tahun 2017-2021

Surat Perintah Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1 162/2122016 tanggal 29 Juli
2016
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BAB 111
RUANG LINGKUP
Pasal 3

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan kerjasama yang saling

menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam bidang pengembangan dan Pendidikan
Program Pendidikan Dokter Spesialis-I.

BABIV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Maksud dan tujuan perpanjangan kerjasama adalah untuk terus mengembangkan Program
Pendidikan Dokter Spesialis-1 Fakultas FK UNAIR/RSUD Dr. Soetomo dan FK Unud /RSUP
Sanglah

KEDUDUKAN/STATUS
Pasal 5

(1) Perjanjian Kerjasama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang
diterbitkan baik oleh FK UNAIR/RSUD Dr. Soetomo dan FK Unud /RSUP Sanglah
secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sepanjang keputusan tersebut berkaitan dengan
ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Keputusan diluar lingkup Perjanjian Kerjasama ini merupakan hak, tanggung jawab dan
wewenang masing-masing pihak.

BABYV
PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG ANTARA
FK UNAIR/RSUD Dr. SOETOMO DAN FK UNUD /RSUP SANGLAH

Tanggung Jawab
Pasal 6

(1) Dekan FK Unud bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Dokter Spesialis
(PPDS 1) dan terpenuhinya tenaga yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan
kesehatan kepada masyarakat di RSUP. Sanglah Denpasar.

(2) Direktur Utama RSUP. Sanglah Denpasar bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengelolaan pendidikan Calon Dokter Spesialis/Residen dan terpenuhinya sarana/
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prasarana dan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan
keahlian Calon Dokter Spesialis/Residen FK Unud.
(3) Dekan FK. Unair Surabaya bertanggung jawab pembinaan dan bimbingan yang

dilakukan dalam rangka pengembangan Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I) FK
Unud.

(4) Direktur RSUD. Dr. Soetomo Surabaya bertanggung jawab terhadap peserta PPDS-I
FK Unair RSUD Dr. Soetomo, yang mengikuti pendidikan dengan kelengkapan Surat
ljin Praktek dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan
membantu menyediakan sarana/prasarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam
menyelenggarakan pendidikan keahlian calon dokter spesialis.

WEWENANG
Pasal 7

(1) Dekan FK Unud berwenang :

Menetapkan perencanaan kegiatan pendidikan Calon Dokter Spesialis/Residen
bekerjasama dengan Dircktur Utama RSUP. Sanglah Denpasar.

(2) Direktur Utama RSUP. Sanglah Denpasar berwenang :

a. Mengawasi para Calon Dokter Spesialis/Residen yang akan menjalankan
pendidikan klinik di RSUP. Sanglah Denpasar dalam tugas pelayanan
keschatan, schingga tenaga tersebut tunduk pada ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang berlaku di RSUP Sanglah
Denpasar.

b. Menetapkan semua jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat
penggunaan sarana, prasarana dan peralatan RSUP Sanglah Denpasar dan
berwenang mengelolanya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan dan peraturan kebijakan yang berlaku di RSUP.Sanglah Denpasar

(3) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya berwenang :

a. Menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian pendidikan keahlian
Calon Dokter Spesialis/Residen bersama-sama dengan bagian terkait.

b. Menetapkan standart pendidikan atau kurikulum yang berlaku bagi Program
Pendidikan Dokter Spesialis 1 (PPDS I).

c. Menetapkan peraturan akademik yang berlaku bagi peserta Program
Pendidikan Dokter Spesialis | (PPDS I).

d. Memungut biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
ketentuan lain yang ditetapkan bersama dengan Dekan FK Unud.

(4) Direktur RSUD.Dr. Soetomo Surabaya berwenang :
a. Mengatur para Calon Dokter Spesialis/Residen yang akan menjalankan
pendidikan klinik di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya dalam tugas pelayanan
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kesehatan, sehingga tenaga tersebut tunduk pada ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang berlaku di RSUD. Dr.
Soetomo Surabaya

b. Menetapkan semua jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat
penggunaan sarana/prasarana dan peralatan RSUD. Dr. Soetomo Surabaya dan
berwenang mengelolanya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku di RSUD.Dr. Soetomo Surabaya.

BAB VI
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Pasal 8

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi FK Unud /RSUP Sanglah Denpasar semua
kegiatan administrasi dan keuangan dalam Perjanjian Kerjasama ini wajib mematuhi
ketentuan dan peraturan yang berlaku di RSUP. Sanglah Denpasar.

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi FK Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo
Surabaya semua kegiatan administrasi dan keuangan dalam Perjanjian Kerjasama ini
wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di FK. Universitas
Airlangga/RSUD. Dr. Soetomo Surabaya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas dan misi bersama antara FK Unud /RSUP Sanglah
Denpasar dan FK. Universitas Airlangga/RSUD. Dr. Soetomo Surabaya yang
menimbulkan beban biaya dan atau menghasilkan dana, maka kegiatan administrasi
dan keuangan, pembebanan biaya dan pembayarannya serta pertanggung jawabannya
diatur bersama secara proporsional oleh semua pihak yang terkait.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

(1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak
mengenai Perjanjian Kerjasama ini, maka diutamakan agar penyelesaiannya
dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka penyelesaian
perselisihan tersebut diusahakan oleh suatu Badan Arbitrage yang anggota-
anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang : yaitu seorang wakil dari masing-masing pihak
serta seorang wakil lagi yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
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FORCE MAJEURE
Pasal 10

(1) Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-
peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat
dipenuhinya Perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa
bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan
umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan
kebijaksanaan pemerintah/penguasa.

(2) Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak
yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak
lainnya selambat-lambatnya dalam waktu | (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa
atau berakhirnya kejadian sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian
Kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.

(4) Kedua belah pihak yang terkena Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan
hukum apapun terhadap pihak yang terkena force majeure.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

(1) Apabila salah satu pihak ingin menghentikan Kerjasama, maka pihak lain harus
diberitahu secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya dengan
menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan dan
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan status badan hukum oleh salah satu pihak atau oleh
kedua belah pihak, maka isi dan substansi Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku
sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang
dipandang perlu oleh kedua belah pihak, diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian
Tambahan atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kerjasama ini.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 12
(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditanda

tangani Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui/
diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.
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(2) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk
menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

PENUTUP
Pasal 13

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) oleh kedua belah pihak,
tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani di atas materai secukupnya
serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk
foto copy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua
belah pihak sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Maret 2018

PIHAK PERTAMA

Dekan Direktur
Fakultas Kedokteran RSUD Dr Soetomo Surabaya

PIHAK KEDUA

Direktur Utam
lah Denpasar

Dr.dr. FKetut Si_llﬂ_Sﬂ, Sp.B..Sp.OT (K
NIP. 196607091994121001 NIP. 196504091995091001

Perpanjangan PKS RSUD Dr. Soetomo-FKUA dgn RSUP Sanglah-FK Unud - 2018
10



	PKS AKBID SURYA MANDIRI BIMA01072020 tahun 2018
	PKS FK UNIZHAR01072020 tahun 2018
	PKS LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIJKMAN KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI01072020 tahun 2018
	PKS POLTEKES KEMENKES MATARAM01072020 tahun 2018
	PKS RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG01072020 tahun 2018
	PKS RSUD KOLONODALE MOROWALI UTARA 01062020 tahun 2018
	PKS RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR01072020tahun 2018
	PKS SLB NEGERI 2 DENPASAR01072020 tahun 2018
	PKS STIKES WIRA MEDIKA BALI01072020 tahun 2018
	PKS UNAIR RSUD Dr. Soetomo Pempatan PPDS 1 Bedah Plastik01062020 tahun 2018
	PKS UNAIR RSUD Dr. Soetomo Pempatan PPDS 1 Patologi Klinik01062020 tahun 2018
	PKS UNAIR RSUD Dr. Soetomo Penempatan PPDS 1 01062020 tahun 2018 hingga 2022

